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Kewajiban Negara dalam Hubungan

Negara yang berdaulat dapat mengadakan
hubungan dengan anggota masyarakat

internasional lainnya.

Hal ini di dasari oleh Piagam PBB Pasal 2 ayat
(1) yang menerangkan bahwa hubungan antar
negara berdasarkan persamaan derajat dan

bebas.

Hubungan internasional menurut Pasal 2 ayat
(4) bahwa negara dalam melakukan
hubungan internasional tidak boleh
menggunakan kekerasan terhadap integritas

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyatakan
bahwa setiap negara dalam melakukan
hubungan internasional dilarang untuk
melakukan suatu intervensi kedalam urusan

domestik negara lainnya




ISu
Perdamaian

Kewajiban negara dalam isu
perdamaian yaitu menjaga
perdamaian dan keamanan
internasional. Hal ini erat
kaitannya dengan prinsip
kewajiban untuk melindungi
(Responsibility to Protect)
sebagai tanggung jawab
semua negara untuk
melindungi rakyatnya sendiri.
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Kewajiban Negara Terhadap HAM @

Kewajiban negara memberikan
perlindungan, pemajuan serta
penghormatan terhadap HAM. Hal
tersebut telah menjadi concern seluruh
dunia dewasa inl, dan merupakan
konsep dunia modern setelah Perang
Dunia Kedua.

Apabila negara tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagal pemangku HAM 9
maka negara akan diberi label telah
melakukan pelanggaran HAM.




Kewajiban negara untuk menjamin
penghormatan terhadap HAM, yaitu
kewajiban negara untuk mencegah
pelanggaran, menyelidiki
pelanggaran HAM ketika terjadi,
memproses dan menghukum pelaku

serta memberikan reparasi yang
meliputi kompensasi, restitusi dan
rehabilitasi kepada korban.

Dalam konteks perlindungan
HAM, rakyat akan saling
berhadapan dengan negara
karena memang kewajiban untuk
menjamin dan melindungi HAM
ada pada negara.
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